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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012

TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun
2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 201 Tahun 2017, telah diatur mengenai Pegawai
Tidak Tetap;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai
Tidak Tetap, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak
Tetap;

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang-
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;




6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri' Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,;

10.Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 161 Tahun 2014; ' '

MEMUTUSKAN : -

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG
PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal ]

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun
2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 201 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72119), diubah sebagai
berikut : :

Pasal 21

(1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa :

a. Jaminan Kesehétan;
b. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
c. Jaminan Kematian.

(2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf ¢ diberikan melalui keikutsertaan dalam
program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PTT dapat diberikan apresiasi bulan ketiga belas sebesar satu

kali penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.



(4) Apresiasi bulan ketiga belas-sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dikenakan potongan Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh
Pemerintah Daerah. :

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72025

Salinan sesuai dengan aslinya




